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Administrasi Pajak dan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Sebelum dan 

Sesudah Sunset Policy Pada KPP Madya Kota Palembang

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perbedaan mengenai 
administrasi pajak dan pelaksanaan pemeriksaan pajak sebelum dan sesdah 
pemberlakuan Sunset Policy. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak terdaftar 
di KPP Madya Kota Palembang. Metode Pengambilan sampel dalam penelitian 
ini adalah metode Random Sampling. Pada metode ini, sampel akan diberikan 
kuisioner dengan pertanyaan mengenai administrasi pajak dan pemeriksaan pajak. 
Metode penelitian yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan 
menggunakan Cross Tabulation.

Variabel yang diujikan dalam penelitian ini terdiri dari administrasi pajak 
dan pemeriksaan pajak. Dari analisis Cross Tabulation yang dilakukan dan 
dibandingkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kualitas 
administrasi pajak dan pelaksanaan pemeriksaan pajak setelah diberlakukannya 
Sunset Policy.

Kata Kunci: Administrasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sunset Policy
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Tax Administration and Tax Audit Conduct Before and After Sunset Policy 

in KPP Madya Palembang Branches

Abstract

This research is conducted to investigate the differences between tax 
admministration and tax audit conduct within before and after Sunset Policy. 
Population of this research are all tax payers which is listed in KPP Madya 
Palembang. This reseach is using Simple Random Sampling as a sampling 
method. By using this method, sample will be given a questionaire in relation with 
tax administration and tax audit conduct. This research is using descriptive 
method which is cross tabulation method.

Variables involved in this research is tax administration and tax audit. 
From the analysis, authors can conclude that there is an increasing of quality ffom 
Tax Administration and Tax Audit conduct after Sunset Policy was done.

Key words: Tax Administration, Tax Audit, Sunset Policy
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tiga unsur pokok yang terkait dalam pengembangan suatu Sistem 

Perpajakan adalah kebijakan perpajakan (1axpolicy), undang-undang perpajakan, 

(jctx Icnvs) dan administrasi perpajakan (tax cidministrcitioii). Kebijakan perpajakan 

dalam suatu Sistem Perpajakan mengatur mengenai siapa saja yang akan dijadikan 

subjek pajak; apa saja yang merupakan objek pajak; berapa besarnya tarif pajak 

yang dikenakan serta bagaimana prosedur pajaknya. Undang-undang perpajakan, 

di satu sisi, adalah merupakan seperangkat peraturan perpajakan yang terdiri dari 

undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Administrasi perpajakan 

mengandung tiga pengertian, yaitu suatu instansi (badan) yang melaksanakan 

pemungutan pajak, orang-orang yang melaksanakan kegiatan pemungutan pajak 

dan proses kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak itu sendiri

(Mansury;2002;3-6).

Bercermin pada kondisi ideal yang diharapkan tersebut, maka dari itu 

perlu untuk menciptakan suatu sistem perpajakan yang baik. Karena tidaklah 

mungkin untuk mencapai target penerimaan yang terus meningkat, apabila sistem 

yang ada tetap berjalan di tempat. Berbagai permasalahan dan kelemahan yang 

ada pada sistem perpajakan kita sebelum dilaksanakannya tcix reform 1983^ 

menurut Salamun (1993;35-36) adalah:

Peraturan pajak yang beraneka ragam;

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan yang tergantung pada aparat perpajakan;

1.



3. Terdapat berbagai jenis pajak;

4. Terdapat berbagai macam tarif;

5. Struktur tarif yang sangat progresif; dan

6. Tata cara pemungutan pajak yang berbelit-belit.

Langkah strategis yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi 

kendala tersebut adalah dengan melakukan tca reform (Reformasi Perpajakan) 

yang dimulai pada tahun 1983, kemudian berlanjut pada tahun 1991, tahun 1994,

tahun 1997 dan yang terakhir tahun 2000. ___

Maksud dan tujuan dari tccc reform tersebut antara lain juga dimaksudkan 

untuk terciptanya reinventing government (penataan kembali fungsi DJP) dan

empowering people (peningkatan partisipasi masyarakat), sejak tahun 1984,

diberlakukan sistem pajak modern, yaitu self cissessment. Sebagai pengganti

sistem official cissessment, sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada 

Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah 

pajak yang terutang dan harus dibayar sesuai dengan ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan.

Sebagai pertanggungjawaban (akuntabilitas) dari self assessment System 

tersebut, pada akhir masa pajak atau tahun pajak, WP diwajibkan untuk 

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KP?) 

dimana WP tersebut terdaftar. SPT tersebut merupakan sarana WP untuk 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak dan 

pembayarannya maka SPT tesebut harus diisi dengan benar, lengkap, jelas dan 

ditandatangani serta disampaikan ke KPP dimana WP terdaftar.

2



Tujuan utama lainnya dari penyempurnaan undang-undang perpajakan 

adalah untuk mengantisipasi target penerimaan pajak yang selalu meningkat dari 

tahun ke tahunnya. Untuk itulah maka partisipasi WP dalam membayar pajak 

selalu dipantau dengan cara mengukur dari tingkat kepatuhan WP dalam 

menyampaikan SPT Masa maupun Tahunan.

Dengan demikian, disamping sebagai upaya untuk mengejar prestasi bagi 

pencapaian penerimaan pajak, reformasi pajak tersebut dimaksudkan untuk 

membangun sistem perpajakan yang baik, untuk menghilangkan kelemahan- 

kelemahan peraturan perpajakan sebelumnya, yaitu:

Pengenalan sistem Sel/ Assessment, sebagai pengganti sistem official 

assessment, dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat WP untuk 

menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya; 

Memperluas dasar pengenaan dan menyederhanakan struktur dan 

administrasi pemungutan;

1.

2.

Meningkatkan keadilan dan kepastian hukum kepada WP;

Memperluas Objek Pajak dan Subjek Pajak dengan tetap memperhatikan 

asas keadilan;

Meningkatkan iklim investasi dan usaha menghindarkan pajak berganda; 

Menyederhanakan sistem dan prosedur perpajakan;

Mengurangi upaya penghindaran dan penyelundupan pajak.(Gunadi;2001;4) 

Sistem sel f assessment mewajibkan masyarakat WP untuk menghitung, 

membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan

3.

4.

5.

6.

7.
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ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sistem ini mengandung hal-hal 

penting yang diharapkan ada dalam diri WP:

1. Kesadaran WP terhadap kewajibannya;

2. Kejujuran WP dalam menghitung pajaknya;

3. Hasrat/keinginan WP untuk membayar pajak; serta

4. Disiplin WP dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan 

perpajakan.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan pemungutan pajak tersebut terdapat 

sasaran-sasaran yang secara berkesinambungan ingin dicapai oleh Direktorat

Jendral Pajak (DJP), yaitu:

1. - Pengenaan pajak terhadap seluruh Subyek Pajak yang ada;

Pengenaan pajak yang didasarkan oleh keadaan Objek Pajak yang2.

sebenarnya;

Pembayaran pajak tepat pada waktunya.

Sasaran- sasaran itu dikenal sebagai Tri Dharma Perpajakan.

Sasaran tersebut membuat para policy maker yang ada di lingkungan DJP, 

dihadapkan pada berbagai strategi untuk pencapaiannya, karena pada hakekatnya 

sasaran tersebut memberi wewenang dan tanggung jawab bagi DJP untuk 

terciptanya suatu kondisi dimana para WP memiliki kesadaran yang tinggi dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya, disatu sisi serta dengan sistem pelaksanaan 

yang tetap berpegang pada azas-azas pemungutan pajak yang ada, yaitu 

ec/uality atau equity, certciinty, convenience, economy dan the revenue-ctdeguacy, 

disisi lain.

3.

azas
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Azas the revenue-adequency tersebut, untuk negara-negara berkembang 

bahkan dianggap sebagai azas yang terpenting, karena beberapa ahli perpajakan 

yang berpendapat demikian tidak ada gunanya memungut pajak bila penerimaan 

yang diinginkan tidaklah tercapai/ memadai. Pajak dipungut dengan tujuan untuk 

mengumpulkan penerimaan negara, yang selanjutnya digunakan untuk membiayai 

pengadaan public goods, yaitu barang dan jasa yang dibutuhkan oleh seluruh 

masyarakat. Apabila penerimaan suatu pajak tertentu sangat tidak ekonomis, 

sebaiknya pajak tersebut tidak dipungut dan digantikan dengan pajak yang 

memberikan penerimaan yang lebih memadai.

Kehadiran Sunset Policy pada tahun 2008 memberikan titik tolak baru 

dalam penerimaan jumlah pajak negara. Sunset Policy memberikan sedikit ruang 

gerak bagi WP dan Calon WP yang sebelumnya tidak rutin dalam melaporkan 

SPT masa atau tahunannya. Sistematika dari Sunset Policy adalah dengan 

memberi keringanan kepada WP dengan penghapusan sanksi administrasi 

perpajakan berupa bunga sebagaimana diatur dalam pasal 37A Undang-undang no 

28 tahun 2007 tentang perubahan ke 3 atas undang-undang no 6 tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP).

Konsep dasar Undang-undang perpajakan yang mendasari Sunset Policy 

adalah sistem self assessment dimana negara memberikan hak sepenuhnya bagi 

WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah 

pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Sebagai 

konsekuensi dari hal tersebut maka WP berkewajiban untuk melaporkannya 

dalam bentuk SPT yang harus diisi secara benar, lengkap, dan jelas, dan WP

=

s
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I

diberikan kepercayaan dalam memperbaiki SPT yang mungkin dinilai salah

hitung oleh WP.

Pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada WP untuk melakukan Self 

Assesment memberikan konsekuensi terhadap WP, artinya apabila WP tidak 

memenuhi kewajibannya maka sanksi yang dijatuhkannya akan lebih berat 

daripada biasanya.

Menurut catatan DJP hasil pemeriksaan pajak selama ini tersimpul 

kenyataan bahwa jumlah pajak yang dibayar oleh WP selalu kurang apabila 

dibandingkan dengan kewajiban yang seharusnya dan sebenarnya, Dari situlah 

dinilainya bahwa asas Self Assessment yang diberlakukan sejak Tax Reform tahun 

1983 telah disalah gunakan.

Wewenang untuk melakukan tindakan pemeriksaan oleh DJP dalam 

rangka melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan oleh Pasal 29 Undang- 

Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mana 

pemeriksaan tersebut dilakukan guna keperluan penetapan pajak yang terutang 

dan keperluan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- 

undangan perpajakan.

Tanpa adanya tindakan pengawasan yang efektif- salah satunya melalui 

pemeriksaan-pada masyarakat WP yang rendah tingkat kepatuhannya, akan 

memperlemah sistem Self Assessment itu sendiri, dimana WP cenderung tidak 

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik yang selanjutnya akan 

berdampak kepada penurunan penerimaan pajak. Sebaliknya dengan adanya 

tindakan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan yang baik, akan berdampak
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pada tingginya tingkat kepatuhan (compliance) WP dan akan memberikan efek 

pada peningkatan penerimaan.

Peranan pemeriksaan sebagai upaya penegakan hukum (law enforcement) 

tersebut harus selalu dioptimalkan. Optimalisasi tersebut tidak hanya terkait 

dengan aspek penerimaan saja, namun dituntut pula adanya penyempurnaan 

sistem, prosedur, administrasi, serta tata cara pemeriksaan yang mengarah pada 

kesempurnaan. Sehingga aspek pemberian pelayanan kepada WP yang optimal 

pun diharapkan dapat tercapai.

Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk 

menumbuhkan perilaku kepatuhan terhadap segenap masyarakat WP dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan (tax compliance) yaitu dengan jalan penegakan 

hukum (law enforcement) yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan 

penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka 

pengawasan terhadap pemenuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh WP 

agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pada 

dasarnya bertujuan untuk menguji sampai sejauh mana tingkat kepatuhan WP 

dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang menjadi tanggung jawabnya.

Lebih lanjut, seperti yang dikatakan oleh Radian (1980;23) bahwa 

problema utama di negara berkembang dalam memobilisasi dana perpajakan 

adalah bukan pada rumusan kebijakan namun lebih pada implementasinya. 

Masalah tersebut terletak pada kurang suksesnya administrator pajak dalam

-
!
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merealisasikan kebijakan, karena pada umumnya masih terdapat banyak kesulitan 

yang tidak dapat diselesaikan langsung oleh administrator pajak.

Sedemikian pentingnya administrasi perpajakan, Indrawati (1998;19) 

menyatakan bahwa administrasi pajak memainkan peran vital dalam keberhasilan 

reformasi perpajakan. Selanjutnya Jenkins dan Shukla (1996;34) menyatakan 

bahwa persyaratan umum untuk keberhasilan reformasi perpajakan adalah 

penyesuaian administrasi pajak sejalan dengan laju perubahan sistem pajak. 

Administrasi pajak berperan krusial dalam menentukan real (ejfective) tax system 

sebagai sandingan dari statutory lax system (Bird & de Jantscher : 1982;78). Hal 

ini dapat dipahami karena dengan semakin efektifnya suatu administrasi pajak 

makan akan semakin mempermudah pencapaian tujuan dari kebijakan pajak.

Dari uraian diatas diketahui bahwa masih rendahnya pelayanan 

administrasi pajak dan lemahnya prosedur pemeriksaan pajak terhadap WP 

berdampak belum optimalnya pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh 

DJP. Dan dengan diterbitkannya undang-undang pajak yang baru, yang 

merupakan penyempurnaan dari undang-undang pajak sebelumnya diharapkan 

perbaikan administrasi pajak dan pelaksanaan pemeriksaan pajak akan meningkat, 

sehingga pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan negara untuk 

membiayai pembangunan.
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Didasarkan pada latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang pemeriksaan pajak, kegiatan administrasi, 

kepatuhan WP di KPP Madya Kota Palembang. Hasil penelitian ini penulis 

tuangkan ke dalam skripsi dengan judul “ADMINISTRASI PAJAK DAN 

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK SEBELUM DAN SETELAH

SUNSETPOLICY PADA KPP MADYA KOTA PALEMBANG”

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan kondisi administrasi pajak sebelum Sunset

Policy dan sesudah Sunset Policy di KPP Madya Palembang.

2. Apakah terdapat perbedaan kepatuhan WP sebelum Sunset Policy dan

sesudah Sunset Policy di KPP Madya Palembang.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari, menganalisis, dan 

membuktikan apakah terdapat perbedaan pemeriksaan pajak dan perbaikan 

administrasi pajak sebelum dan sesudah Sunset Policy di KPP Madya 

Palembang

9



1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, dapat memperluas pengetahuan penulis dalam bidang 

perpajakan khususnya menyangkut kewajiban-kewajiban di bidang 

perpajakan, yang salah satu diantaranya adalah kewajiban untuk 

menyampaikan SPT.

2. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan 

kepatuhan WP di KPP Madya Palembang.
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